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ABSTRAK

Jaminan sosial merupakan salah satu jenis kebijakan sosial unfuk mengatasi kemiskinan dan
ketimpangan dalam masyarakat. Sistem jaminan sosial secara garis besar mengikuli dua metode, yaifu
asuransi sosial dan bantuan sosial Berbeda dengan negara maju, negara berkembang seperti Indonesia
memiliki sumber dana yang sangat terbatas untuk menyelenggarakan jaminan sostal. Meskipun demikian,
jaminan sosial berbasis komunitas telal berakar dalam masyarakat sejak lama. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dengan kasus Perkumpulan kematian
Al-Khoiro di desa Ulak kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan dan
penelitian ini bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bila dilihat benfuk jaminan sosialnya maka Perkumpulan kematian
Al-Fhoiro cenderung pada bentuk asuransi sosial dibanding dengan banluan sosial Karena anggolanya
diwajibkan membayar turan anggota baru. Apabila dilihat dari bentuk manfaatnya maka jaminan sosial
yang diberikan Perkumpulan kematian Al-Khoiro dapal berupa wang (benefit incash) dari sanfunan wajib
anggota dan berbentuk barang dan pelayanan sosial (henefit in-kind). Jaminan sosial berbasis komunitas
memang perlu dikembangkan akan tetapi dalam pengembanganya jangan terjebak pada pemberian dana
stinulan yang justru mematikan Kreativitas lokal, Oleh karena itu maka dalam hal penyusunan kebijakan
dan perencanaan infervensi program kevagaman karakteristik komunitas lokal sangatlah penting dipahami.

Kata kunci : Kebijakan Sostal, Janinan sosial, Komunitas Lokal

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan dan ketimpangan sosial
adalah dua isu sentral dalam wacana
perumusan dan pengembangan kebijokan
sosial. Dalam literatur pekerjaan sosial, jaminan
sosial merupakan saloh satu jenis kebijakan
sosial untuk mengatasi kemiskinan dan
ketimpangan dalam masyarakat. Setiap negara
memiliki definisi, sistem dan pendekatan yang
berbeda dalom mengatasi kemiskinan dan
ketimpangan dan juga memiliki sistem dan
strategi jominan sosial yang berbeda pula.
Jaminan sosial umumnya diimplementasikan ke
dalam berbagai bentuk tunjangan pendapatan
secara langsung yang terkait erat dengan
kebijokan perpajokan dan pemeliharaan
pendapatan. Namun demikian, jaminan sosial
kerap meliputi pula berbagai skema
peningkatan akses terhadap pelayanan sosial
dasar, seperti perawatan kesehatan, pendidikan
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dan perumahan ( Huttman, 1981; Gilbert dan
Specht, 1986 dalam Edi Suharto, 2004).

Berbeda dengan negara maju, negara
berkembang seperti Indonesia memiliki
sumber dana yang sangat terbatas untuk
menyelenggarakan jaminan sosial. Meskipun
demikian, jaminan sosial berbasis komunitas
telah berkembang di masyarakat sejak loma.
Karenanya ada perbedaan, yang sebenamya
artifisial, Di negara berkembang seperti
Indonesia, jominan sosial yang diberikan oleh
negara atau institusi tertentu sangat terbatas
jumlahnya. Pada sisi lain, sudah dikenal
berbagai bentuk jaminan sosial dalam
lingkungan masyaraket atau kemunitas tertentu.
Karena itu, muncul terminoclogi yang
membedakan pela jominan sosial fersebut
seperti formal dan informal otau state dan
kinship (Benda-Beckman dkk., 1988). Di seluruh
Indonesia selalu ditemukan strukiur informal
yang membantu penduduk di saat-saat mereka
membutuhkan (Ingleson, 1993). Pada level
lokal, kelompok masyarakat tertentu selalu



memniliki mekanisme jaminan sosial, baik yang
berkaitan dengan siklus hidup (melahirkan, sakit,
tua/pikun, dan meninggal), kebutuhan pokok
(mokan, pokaian, dan rumah), pekerjaan
{bercocok tanom), bencana (banjir, gempa,
kebakaran), upocara, maupun lainnya. Pada
awalnya, pada tingkat lokal mekanisme tersebut
berakar dari adat, namun pada akhirnya
pengaruh agama dan pemerintah tidak bisa
dihindarkan (Benda-Beckmann & Benda-
Beckmann, 1995).

Departemen Sosial Rl telah mengem-
bangkan program jaminan sosial dalam bentuk
bantuan kesejahteraan sosial permanen (BKSP)
dan asuransi sosial. BKSP cenderung
memberikan bantuan kepada mereka yang
membutuhkan karena ieﬁdakberdﬂ}rcan
sedangkan Asuransi sosial menggunakan
lembaga/erganisasi sosial sebagai media
perantara dengan sasaran masyarokat yang
kurang beruntung. Dengan demikian program
ini belum mengarch pada sektor informal dan
berskala nasional sehingga seringkali inisiatif
lokal terabaikan. Di Indonesia terjodi
kecenderungon yang muara akhimya kurang
lebih sama. Sementara itu, jaminan sosial
formal belum dapat dipenuhi cleh pemerintah;
pada saat yang sama pemerintah berperan
besar dalam proses perubahan pada jominan
sosial informal. Ada indikasi yang jelas bahwa
intervensi pemerintah tidak memberi hasil yang
memuaskan. Campur tangan ini justru
mengakibatkan terjadinya eksternalisasi
tanggung jowab. Arinya, mekanisme jaminan
sosial yang telah loma berperan dalam suatu
komunitas lokal menjadi renggang. Dalom
psikologi hal seperti ini diistilahkan sebagai
diffusion of responsibility yang bercirikan
ketidakpedulian (Faturochman, 1994).

B. Permasalahan

Jaminon sosial berbasis komunitas telah
tumbuh don berkembang di Indonesia ckan
tetapi informasi tentang kegictan dan
mekanisme jominan sosial yang diloksanakan
belum banyak tersedia, oleh korena itu
pokok permasalohaon penelition ini adalch
“bogaimana kegiatan dan mekanisme jominan
sosial berbasis komunitas dengan kasus
Perkumpulan kematian Al-Khoiro?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka
penelitian ini bertujuan memberikan gambaran
tentang kegiotan dan mekanisme jaminan sosial
berbasis komunitas lokal. Adanya data dan
informasi yang tepat tentang jominan sosial
berbasis komunitas lokal diharapkan dapat
memberikan masukan terhodap Departemen
Sosial Rl dalam perumusan kebijakan tentang
tenfang jominon sosial berbasis komunitas di
Indonesia. Pemahaman yang tepat pada
gilirannya akan menuntun para pengambil
keil:ﬁlukﬂn pada pilihan kebijokan yang tepat
pula.

D. Kerangka Konsep

Jaminan sesial yang berbentuk tunjangan
pendapatan dapat disebut benefit in cash,
sedangkan yang berwujud bantuan barang atau
pelayanan sosial sering disebut benefit in kind.
Jaminan sosicl dapat didefinisikan sebagai
sistem pemberian vang dan atau pelayanan
sosial guna melindungi sesecrang dani resike
tidak memiliki atou kehilangan pendapatan
okibat kecelokoan, kecacatan, sakif,
menganggur, kehamilan, masa tua dan
kematian (Edi Suharto, 2004).

Alesan utama yang melandasi mengapa
jominan sosial peru diberikan kepada warga
negara adalah karena selain jominan sosicl
dapat melindungi warganya dari resiko-resiko
yang tidak terduga, juga karena jaminan scsial
secara ekonomi maupun sosial fidak merugikan
baik kepada penyelenggara maupun penerima
pelayanan. Jaminan sosial bukanlah penge-
luaran publik yang sia-sia. Melainkan sebuah
bentuk investasi sosial yang menguntungkan
dalam jangka panjang yang dilandasi oleh dua
pilar utama, yokni redisiribusi pendapatan dan
solidaritas sosial (Spicker, 1995 dalom Edi
Suharto, 2004). Dua prinsip ini menjelaskan
bagaimana mekanisme jaminan sosial bekerjo.
Misalnya, bagaimana peredaran uvang berputar
diantara anggota atau peserta jominan sosial
sehingga terjodi mekanisme saling melindungi
dionfara mereka yang pada gilirannya menjadi
sebuah investasi sosial yang memberi kontribusi
dalam menjaga don meningkatkan kualitas
hidup negara-negara bangsa secaro ber-
kelanjuian.
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Secara umum, asuransi adolah sistem
untuk sekelompok orang guna melindungi
resiko-resiko yong mungkin terjadi pada mereka.
Sejumlah crang yang dianggap memiliki
suatu resiko serupa membentuk sebuah
kelompok dan masing-masing anggota
kelompok tersebut membayar premi sebagai
prasyarat memperoleh manfoat manakala
menghadapi kecelakaan atau resiko di masa
depan. Jika seseorang mengalami kecelakaan,
misalnya orang tersebut menerima manfaat
asuransi dari akumulasi premi sebagai
pengganti atou kompensasi terhadap resiko
yang dialaminya. Agar sistem asuransi sosial
berjalan secara efektif, hukum bilangan
banyak’ harus dipenuhi, artinya sejumlah
orang harus berkelompok dan harus ada
probabilita tertentu berkenaan dengan
kecelokaan-kecelokaan otau resiko-resiko yang
bakal terjadi. Disamping perhitungan mengenai
premi, sistem asuransi sosial harus didasarkan
pada dua prinsip berikut ini ini (MHLW dalam
Edi Suharto, 2004).

1. Jumlah total premi yang harus dibayar
oleh peserta kepoda penyelenggara
harus sama dengan jumlah total uvang
perfanggungan (income meney) yang
harus diboyar penyelenggara kepada
peserta.

2. Tingkat premi asuransi yang harus dibayar
oleh para peserta harus ditentukan
berdasarkan resiko-resiko yang harus di-
cover serta jumlah vang pertanggungan
yang mungkin dibayar kepada peserta
tersebut.

Asuransi sosial memiliki kelebihan :

1. Peserta memiliki hak untuk menerima
manfaat (mengajukan klaim) sebagai
balason atas premi yang dia bayar. Hak
tersebut lebih kuat daripada hak yang
diberikan oleh sisten bantuan sosial

2. Berkaitan dengan sumber pendanaan,
beban pembiayaan lebih mudah diterima
secara logis, karena beban asuransi
dan tingkat manfaat (pertanggungan)
berhubungan erat. Ini berbeda dengan
sistem bantuan sosial yang mengandalkan
pojak, antara pembayar dan penerima
seringkali tidak berkaitan.

3. Tuntutan-tuniutan yang bersifat me-
mentingkan diri sendiri, seperti 'saya ingin
lebih banyak manfaat, tetapi tidak ingin
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lebih banyak menanggung beban premi’
dapat dihindari.

Kelemahan asuransi sosial adalah
kecenderungan terhadap keseragaman, bentuk-
bentuk manfaat yang tetap (fixed) dan
kemungkinan terjadinya penyalahgunaan
manfaat (the abuse of benefit). Kelebihan
asuransi sosial dapat hilang jika hubungan
antara manfaat dan beban secara ekstrem
sangat lemah pada tingkat individu. Kelebihan
bantuan sosial meliputi:

1.  Sistem ini menjangkau berbagai kalangan
orang. Jika sesecrang memenuhi kondisi
tertentu, dia dapat menerima manfaat
terlepas dari apakah dia turut memikul
beban untuk mendopatkannya.

2. Sistem ini dapat memenuhi kebutuhan
secara lebih khusus.

Kelemahan bantuan sosial adalah
cenderung menimbulkan ketergantungan dan
meningkatkan pengeluaran fiskal. Penelitian
atau penetapan terhadap persyaratan
penerima, seperti survey terhadap pendapatan
dan kepemilikan (asset) yang dikenal dengan
istilah”means test”, dopat membatasi penerima
bantuan sosial meskipun mereka sangat
membutuhkannya. Dengan demikian, manfaat
bantuan sosial seringkali sangat terbatas dan
tergantung pada situasi keluarga. Sebagai
contoh, sistem asuransi pensiun untuk orang
lanjut usia dan sistem asuransi medis diberikan
kepada peserta terlepas dari tingkat pen-
dapatan mereka,. Sedangkan skerma bantuan
sosial, seperfi tunjangan anak-anak dan pensiun
kesejohteraan, hanya diberikan kepada mereka
yang memiliki pendapatan rendah.

Berbagai studi memang telah me-
nunjukkan bahwa komunitas memiliki peranan
yang sangat berarti di dalam mewujudkan
partisipasi dan findokan kolektif, termasuk di
dolam mengembangkan mekanisme asuransi
dan berbagi resiko. Sesama anggota komunitas
pasti saling memiliki informasi tentang tingkah
laku, kapasitas, dan kebutuhan-kebutuhan
mereka sendiri. Informasi inilah yang kemudian
digunakan baik untuk menegaokkan norma-
norma maupun untuk menciptakan tindakan
kolektif yang efisien di tingkat lokal.

Dengan demikian, komunitas se-
sungguhnya merupakan pelaksanaan yang
nyata dari good governance karena ia
menangani problem-problem yang tidak dapat
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ditangani baik oleh para individu yang bertindak
sendirian maupun oleh pasar dan pemerintah.
Dengan perkataan lain, komunitas mampu
memecahkan berbagai persoalan yang secara
klasik diocu sebagai kasus-kasus kegagalan
pasar dan negara (market foilure ond state
failure), seperti: tidak memadainya penyediaan
public goods di tingkat lokal, tiadanya asuransi
dan bentuk-bentuk berbagi resiko, eksklusi
kelompok miskin dari pasar kredit, monitoring
yang eksesif dan tidak efekiif terhadap kegiatan
bersama, dan sebagainya. Terlepas dari
berbogai peran yang Japuf dimainkan
komunitas seperti tersebut di atas, namun
pandangan yang terlalu idealistik mengenai
komunitas perdu disikapi secara kritis. Sebab,
bagaimanapun, komunitas memiliki banyak
keterbatasan menyangkut fungsi koordinasi dan
jongkauan efektivitasnya. Komunitas bukanlah
suatu keseluruhan yang organik dan homogen;
alih-alih, ia ditandai oleh adonya keragaman
aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda,
serta oleh interaksi di antara mereka yang
sangat dinamis. Di samping itu, komunitas
bukanlah kategori yang statis dan dicirikan oleh
sifat fradisionalisme semata. Kini komunitas kian
terinkorporasi ke dalam jaringan yang lebih luas
yang disedickan baik cleh jaringan birokrasi
pemerintahan, berbagai insentif pasar, maupun
perkembangan sarana transportasi dan
komunikasi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunaokan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Penelition dimoksudkan untuk mendeskripsikan
profil dan akfivitas-akfivitas yang dilaksanakan
Perkumpulan Kematian Al-Khoiro sebagai salah
satu perkumpulan yang menyelenggarakan
jominan sosial berbasis komunitas lokal.
Penentuan lokasi penelition secara purposive di
desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung
Roja Kabupaten Ogan llir Sumatera Selatan
dengan perimbangan, bahwa lokasi tersebut
telah berjalan mekanisme jaminan sosiol
berbasis komunitas lokal.

Sumber dota penelitian, yaitu aparat
desa, pengurus dan anggota perkumpulan,
tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat
setempat. Sumber data tersebut ditentukan
secara purposive dengan mempertimbangkan
kedudukan formal dan pengetahuannya
tentang perkumpulan. Berdasarkan per-
timbangan tersebut, ditentukan 2 (dua) orang
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aparat desa (kepala dan sekretaris desa), 3
{tiga) orang pengurus perkumpulan, 5 (lima)
orang anggota aktif perkumpulan, 1 (satu)
orang tokoh masyarakat, tokoh adat dan
tokoh agama. Teknik pengumpuinn data yang
digunokan meliputi interview mendalam dan
studi dekumentasi. Sedangkan pengamatan
untuk melengkapi unit analisis tersebut dilakukan
terhadap desa dan perkumpulan di lokasi
penelitian.

I1. HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah

Desa Ulak kerbau lama adalah salah satu
desa di wilayah kecamatan Tanjung Raja
kabupaten Ogan llir Sumatera Selatan. Luas
desa Ulak kerbau lama seluos 4 km? dan
rmempunyai kefinggian tempat rata-rata 8 meter
digtas permukaan laut. Jenis tanch didominasi
oleh jenis tanah Alluvial dan jenis tanah Ponsalik.
Jenis tanah Alluvial terdapat di Daerah Aliran
Sungai (DAS) Ogan dengan warna tanah
kelabu atou kecoklatan, keadaan tanahnya liat,
berpasir dan lembab, apabila musim kering
akan menjadi keras. Tanah Alluvial memiliki
susunan humus yang koya bahan organik yang
berasal dari endapan limpasan air sungai.
Tanch podsolik terdapat di daratan yang tidak
mengalomi penggenangan pada musim hujan,
tingkat kesuburan lebih rendah dibandingkan
dengan tanah alluvial.

Secara admistrotif, desa Ulak kerbau lama
sebeloh utare berbatasan dengan Kecamatan
Rantou Panjang, sebeloh selatan berbatasan
dengan desa Ulak Kerbau Baru, sebelah barat
berbatasan dengan desa Skonjing don sebeloh
timur berbatasan dengan desa Suka Pindah.
Jarak dari desa Ulak kerbau lama ke
Kecamatan Tanjung Raja sejouh 5 (lima) km,
ke Ibukota Kabupaten Ogan llir sejauh 12 (dua
belas) km dan ke ibukota Provinsi Sumatera
Selatan sejouh 45 (empat lima) km. Desa Ulak
kerbau lama dihuni oleh 2.391 jiwa atau 499
kepala keluarga dengan rincian laki-laki
sebanyak 1.443 jiwa dan perempun sebanyak
948 jiwa. Di desa Ulak kerbau lama jumlah
penduduk laki-laki jumlahnya jauh diatas jumlah
penduduk perempuan dengan sex ratio sebesar
152,22 yang berarti bahwa diantara 100
penduduk perempuan terdapat sekitar 152
penduduk laki-laki.



Tabel 1. Keluarga Sejohtera dan Prasejohtera
di Desa Ulak Kerbau Lama

Heluarga Prasajah

& ieluziga Sejaht
Korbau Lama

di Deas Uish

Jumiah E®

O Kilusrgs Seahiera i

nwmnm:l1

B Kelarga Selahtan 0
Fies

Sumber : Dota Monografi Desa Ulak Kerbay Lome, 2008

Berdasarkan data monografi desa
sebagion keluarga terdiri dari keluarga dengan
kategori Sejohtera Il. Berkurangnya jumlah
keluarga dengon kategori prasejahtera
disebabkan semakin meningkatnys pendapatan
kelvarga yang disebabkan munculnya mata
pencaharian baru bagi masyarakat desa Ulak
Kerbou Lama, yaitu menjadi penjahit batik.
Pekerjaan menjahit ini ditekuni cleh warga
masyarakat sejok tahun 1998, Pada awalnya
hanya beberopa orang saja menjadi penjahit
namun setelah melihat keberhasilan, pekerjaan
ini ditekuni oleh sebagian besar warga desa
Ulak Kerbau Lama terutama generasi muda
r::ng sudah fidak mau logi bekerja di sawah

arena dianggap kerja kotor dan berat. Pada

pekerjoan menjohit ini, pola kerjanya ada yang
menjadi penjahit yang menjahit baju, yang
membuat pela dan yang menjadi ‘tauke”
penghubung antara penjahit dengan pemilik
toko di Kota Palembang yang memberi order
johitan. Setiap menyelesaikan 1 (satu) baju
penjahit mendapatkan upah Rp. 5.000,- dan
tiap penjahit dalam sehari menyelesaikan 4
([empat] baju. Seloin ity pada tahun 2007
terdapat 210 orang lanjut usio yang tinggal
bersama keluarganya, terdapat 35 dasa wisma
dengan 1.532 rumah.

B. Profil Perkumpulan Kematian
Al-Khoiro

Perkumpulan kematian Al-Khoiro didirikan
pada tahun 1999 merupakan perkumpulan
yang didirikan akibatnya munculnya kesadaran
bersama antara anggotanya bahwa ada
kebutuhan dan biaya yang harus dikeluarkan
opabila ada anggota keluarganya mendapat

lamessnanr Sosial Berbasis Komunibas Tokal  (Habibailel)

musibah kematian. Beban biaya yong harus
ditanggung keluarga yang meninggal di desa
Ulak Kerbau Lama meliputi bioya pengurusan
jenazah itu sendiri dan biaya lain yang harus
dikeluarkan seperti biaya cpernsionc:? untuk
acara tohlilan selama 7 (tujuh) malam berturut-
turut setelah kematian dan apabila kematian
tersebut menimpa keluargo fakir miskin yang
idak mempunyai tabungan maka biaya tersebut
akan terasa berat oleh karena itu tujuan
Perkumpulan kemation Al-Khoiro yaitu untuk
meringankan beban keluarga atau warga
masyarakat yang mengalami musibah kematian
anggotanya. Riwayat didirikan perkumpulan ini
adalah berawal dari kelompok tahlilan yang
merupakan tradisi masyarakat desa Ulak Kerbau
lama sejak dohulu kala. Umat Islam setempat
berkeyakinan bahwa muslim yang hidup, wajib
mengurus orang yang meninggal serta haram
hukumnya jika tidak melaksanakan keyakinan
tersebut, dan menjedi dosa bagi seluruh warga
sekitarnya. Keyakinan tersebut mendasari
terbentuknya perkumpulan ini. Kelompok
tahlilan, telah mendorong munculnya kesadaran
warga masyarakat sehingga mereka merasa
teriu membentuk kelompok Perkumpulan
ematian Al-Khoira.

Secara organisatoris Perkumpulan
kematian Al-Khoiro mempunyai kepengurusan
yang terdiri dari Ketua, dibantu sekretaris dan
bendchara. Sedangkan untuk pelaksanaan
pengurusan jenozah dibontu oleh seksi
membungkus, memandikan dan menguburkan
jenazah dan serta seksi pengumpulsn dana.
Pengangkatan pengurus sangat ter antung
pada kapasitas dari orang fersebut, terutama
bahwa yang bersangkutan yaitu; 1) muslim, 2)
memiliki jiwo kemaosyarakatan, 3} memiliki
kehidupan yang memadai dalam pakaian dan
kondisi rumah, 4) memiliki perilaku yang patut
dicontoh.

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh
Perkumpulan kematian Al-Khoire adalah
melaksanakan upacara penguburan jenazah
mulai dari pengurusan jenazah sampai
mengikuti acara tahlilan selama 7 (tujuh) hari
berfurut-turut. Tanggung jowab perkumpulan
meliputi menyediakan peralatan untuk
penguburan seperi kain kafan, batu nisan, dan
lain sebagainya, memandikan, menyolatkan
sampai menguburkan. Pelayanan perkumpulan
kematian Al-Khoiro tidak terbatas Eagi anggota
semata namun juga bagi warga lain yang
membutuhkan. Bagi pihak lain diluar anggeta,
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dikenakan biaya sebesar Rp 300.000,- setiap
acara penguburan. Kegiatan insedentil
perkumpulan dilakukan sesuai kebutuhan
berupa kegiatan gotong royong baik untuk
kepentingan pembangunan desa maupun
kegiatan untuk menelong anggotanya apabila
ada kegiatan yang membutuhkan pertelongan
orang banyak seperti mendirikan/merencvasi
rumah, pengajian dan peringatan hari-hari
besar islam

Dana yang dipercleh untuk kegiatan
perkumpulan ini, berasal dari iuran anggota.
luran anggeota baru pada tahun 2008
ditetapkan Rp. 500.000,-/anggota baru
padahal pada awal berdiri pada tahun 1999
ditetapkan Rp. 25.000,- /anggota baru
dengan anggota telah berkembang dari
30 Kepola Keluarga (KK) pada tahun 1999)
menjadi 120 KK poda tahun 2008.
Pengeluaran vang digunakan untuk membeli
papan, kain kapan dan batu nisan sebagai
kebutuhan pokok dari perkumpulan ini.
Sedangkan untuk mengembangkan kegiotan
melalui musyawarah anggota diputuskan untuk
membeli barang-barang aset perkumpulan
yang dapat dipergunakan untuk kepentingan
bersama. Perkumpulan ini sudah memiliki aset
berupa; kursi lipat sebanyak 150 buah, dlat-
alat maosak, tenda, korpet, pengeras suara yang
dopat dipergunakan oleh anggota baik untuk
kepentingan kematian maupun kepentingan lain
misalnya; pemikahan, khitanan, sedekah syukur
dan loin-lain tanpa dikenci bioya sedangkan
apabila diluar anggota harus menyewa.

Sejak berdirinya poda tahun 1999 telah
dilayani sebanyak 20 orang anggota yang
menggunakan fasilitas perkumpulan ini. Fasilitas
Perkumpulan kemation Al-Khoiro dapat
digunakan cleh Kepala Keluarga, suamifisteri
dan anok yang belum menikah. Kalou anak
anggota perkumpulan menikah maoka status
pertanggungan perkumpulan batal den apabila
ingin menggunakan fasilitas ini maka harus
menjadi anggota perkumpulan dengan
membayar iuran sebesar Rp. 500.000,-/
anggota baru

Kewaijiban loin adalah apabila anggota
Perkumpulan kematian Al-Khoiro mengalami
musibah kematian maka anggota perkumpulan
yang lain wajib menyumbang uang minimal
sebesar Rp. 5000,-/anggota dengan
demikian apabila terjadi kematian dengan
anggota sebanyak 120 KK maka keluarga
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akan mendapat santunan wajib sebesar
Rp. 600.000,- dan bagi masyarakat desa uang
tersebut masih bernilai tinggi dan cukup
meringankan beban pengeluaran keluarga.
Seloin mendapat santunan wajib dari anggota
lain, anggota perkumpulan mendapatkan
peralatan penguburan seperti kain kafan, batu
nisan dan peralatan lainnya serta mendapatkan
manfaat untuk menggunakan peralatan/asset
perkumpulan berupa kursi lipat, tenda, peralatan
masak, dan pengeras suara tanpa harus sewa
selain dukungan moril kehadiran anggota
perkumpulan ketika terjadi musibah kematian
merupakan suatu hal yang tidak ternilai
harganya.

C. Pembahasan

Perkumpulan kematian Al-Khoiro me-
rupakan salah satu bentuk jaominan sosial
berbasis komunitas dan memberi manfaat nyata
bagi anggotanya serta dapat berkelanjutan
(ketimbang bersifat temporer dan ad hoc
semata) dibandingkaon dengan bentuk jaminan
sosial formal seperti TASPEN, ASKES,
JAMSOSTEK, ASABRI, Jasa raharja dan lain-
lain karena jaminan sosial berbasis komunitas
ini nyata-nyata hidup di masyarakat dan
menyediakan perlindungan eksistensial bagi
anggotanya. Hal ini disebabkan perkumpulan
ini dibentuk don didukung oleh anggota
perkumpulan itu sendiri bukan oleh pihak luar
atau pemerintah dengan pendekatan top-down.
Selain itu organisasi lebih bersifat informal,
tujuannya bersifat fleksibel, pengurus lebih
bonyak dari kelompok lapisan bawah yang
didasari hubungan interpersonal serta
aktivitasnya berkaitan dengan kebutuhan
anggotanya.

Apabila bila melihat bentuk jaminan
sosialnya maka Perkumpulan kematian Al-
Khoiro cenderung pada bentuk asuransi sosial
dibanding dengan bantuan sosial karena
anggotanya diwajibkan membayar ivran
anggota baru sebesar yang pada awalnya
berdirinya (tohun 1999) ditetapkan sebesar
Rp. 25.000,- dan iuran anggota baru ini akan
terus mengalami kenaikkan pada tahun
2008 ditetapkan Rp.500.000,-. Salah satu
kelemahan asuransi sesial adalah kemungkinan
terjadinya penyalahgunoan manfaat (the abuse
of benefit) tidak akan terjadi poda jaminan
sosial berbasis komunitas lokal model
Perkumpulan kematian Al-Khoiro karena
manfaat yang diterima tetap don akibat



anggota perkumpulan odalah masyarakat
setempat sehingga kontrol sosial dari anggota
perkumpulan lain dapat berjalan.

Apabila dilihat dari bentuk manfaatnya
maoka jominan sosial yang diberikan
Perkumpulan kematian Al-Khoire dapat berupa
vang (benefit incash) dari santunan wajib
anggota dan berbentuk barang (benefit in-kind)
berupa peralatan kematian, pengurusan
jenazah, dan pemanfaatan asset perkumpulan
tanpa harus menyewa.

Sebelum terbentuk Perkumpulan kematian
Al-Khoiro dan masih berlaku sampai sekarang
di desa Ulak Kerbau Lama telah berjalan
mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas
yaitu apabila terjadi kematian maka warga
okan mengurus jenazah, dan takziah
(memberikan ucapan belausungkawa) dengan
memberikan bantuan berupa beras dan
sumbangan vang yong tidak ditentukan
sehingga dari segi materi seringkali sumbangan
’rersegut tidak menutupi pengeluaran yang
menjadi beban bagi anggota keluarga yang
mengalami kemafian padahal keluarga tersebut
tidak mempunyai tﬂgﬁngun untuk keperluan
kematian tersebut.
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perkumpulan telah memberikan santunan wajib.
Perubahan seperti ini jelas menunjukkan adanya
pergeseran pola dari distribusi (suka rela)
ke resiprokal (dibalas di saat lain) lalu
ke pertukaran yang sebanding dengan
mengaunakan prinsip equify.

Seringkali suatu perkumpulan, organisasi
ataupun sistem jaminan sosial formal
mengeluhkan kekurangon danao daolam
menjalankan kegiatannya, akan tetapi
berdasarkan pengalaman Perkumpulan
kematian Al-Khoirc dapat ditarik pelajaran
bahwa keterbatasan dana tidok menghalangi
aktivitas anggotanya untuk saling membantu
orang lain atou meloksanakan kegiatan. Jika
dianalisis lebih lanjut maka kondisi ini sangat
memungkinkan terjadi karena beberapa faktor
yang mempengaruhi. Fakfor nilai agama yang
menjadi landasan dalam berkegiatan dapat
mengikat perilaku anggotanya. Misalnya
agama mengajarkan bahwa menguburkan or-
ang ',runé:; meninggal adalah kewajiban bagi
yang hidup, umat yong bersangkutan akan
menanggung akibatnya jika menelantarkannya.
Membantu orang yang sedang mengalami
musibah menjadi tanggung jowab bersama.

Tabel 2. Bentuk Jaminan 5osial Yang Diterima Masyarakat Desa Ulak Kerbau Lama

No Bentuk Jaminan Sosial Pe?ﬁgrgman MNon Anggota

1 Dukungan Moril ya ya

2 | Peralatan Penguburon yo tidak |
3 | Pengurusan Jenazah ya R, S
4 | Santunan waiib ya tidak

5 | Sumbangan Sukarela {uang,beras,dll) va ya

6 | Sewa Asset Perkumpulan fidak ya

Sumber: hasil wowaoncara dengan pengurus dan anggota perkumpulan, 2008

Secara lebih rinci perbedaan jaminan
sosial yang diterima anggota Perkumpulan
kematian Al-Khoiro dan non anggota
perkumpulan di desa Ulak Kerbau Loma dapat
dilihat pada tabel 2.

Pada Perkumpulan kematian Al-Khoiro
telch merubah bentuk bantuan/santunan dari
berupa beras menjadi vang. Salah satu hal
yong menarik dari polo pemberian bantuan
yang berbentuk vang ini adalah formalisasi dan
perubahan ke bentuk pertukaran. Salah satu
indikasinya adalah penentuan jumlah minimal
sumbangan dan pencatotan nama. Hal ini
dimaksudkan untuk memastikan anggota

Nilai-nilai agama yang menjadi landasan
kegiatan perkumpulan sekaligus menjadi
pedoman prilaku anggetanya. Dengan
demikion kemampuan perkumpulan  dalam
mengatasi keterbatasan dana dan tidak
mengurangi pelayanan sosial yang dilakukan.

Dukungan moril diberikan melalui
kunjungan kepada anggota perkumpulan yang
mengalami kematian. Kedatangan mereka
yang biosanya dilakukukan sekaligus
memberikan santunan bioya apabila dikaitkan
dengan konteks pembangunan kesejohteran
sosial, dukungan moril seperti ini dapat
membantu meringankan beban yang ber-

79



Jurnml Penclitian dan Pengembangan Kesefafferaan Sesial, Vol 13, No. 03, 2008 ; 73-82

mosaloh. Pada kunjungan seperti ini biasanya
terjadi saling tukar menukar informasi berkaitan
dengan masalah yang dihadapi, sehingga
daopat menombaoh pengetahuon baik bagi yang
dikunjungi maupun yang datang berkunjung.
Bogi yang sedang melayat dapat dilihat
sebagai sarana mengurangi beban atau
tekanan,

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk
menyelenggarakan dan mengembangkan
jaminan kesejahteraan sosial yang menyeluruh
dalam rangka memelihara dan meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat khususnya
penyandang masalah kesejahteraan sosial
sesuai dengan harkat dan martabatnya.
Termasuk konteks ini, semua bentuk inisiatif lokal
perlu difasilitasi dan dikembangkan oleh
pemerintah bersama warga masyarakat
secara berkelanjutan (Edi Suharto, 2004).
Namun dalom rangka mengembangkan dan
memfasilitasi jaminan sosial berbasis kemunitas
tidak mesti harus ada intervensi terhadap
mekanisme jominan sosial berbasis komunitas
tersebut apalagi sampai terjebak pada
pemberian bantuan dana (stimulan) yang akan
dimunculkan oleh anggota perkumpulan
pada saat pihak lvar akan melakukan fasilitasi
karena seringkali kebutuhan yang dinyatakan
(expressed need) masyarakat bukan merupakan
kebutuhan yang dirasakan (felt need) sehingga
dana stimulan dikucurkan justru merusak
mekanisme jominan sosial kemunitas yang ada,
karena dalam konteks Perkumpulan kematian
Al-Khoiro keterbatasan dana tidak menghalangi
kegiatan.

Untuk mendorong kontribusi yang lebih
besar berbagai jaminan sosial berbasis
komunitas bagi perwujudan kesejahteraan sosial
dan untuk menderong aktualisasi potensi yang
masih laten, dibutuhkan iklim yang kondusif
dalam kehidupan masyaraket pada umumnya.
Iklim tersebut dapat terbangun melalui semakin
besarnya orientasi masyarakat pada nilai
kemanusian yang universal yang dapat
diturunkan pada nilai filantropi, solidaritas sosial
dan empati. Untuk mendorong ke arah kondisi
tersebut pemerintah dengan ofcritas dan sumber
daya yang dimiliki dopat memfasilitasi berbagai
kempanye dan gerakan dalom masyarakat
yang mengarah pada orientasi nilai tersebut.

Dengan demikion yang perlu dilakukan
dolam pengembangan jominan sosial berbasis
komunitas bukan mengubahnya menjadi
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jominan sosial yang bersifat formal, melainkan
tetap mempertahankan ikatan dan pola lokal
yang ada termasuk pola kepemimpinannya,
sambil memfasilitasi tampilnya tenaga
pengelola yang mempunyai kemampuan
manajerial.

. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraion di atas maka dapat
disimpulkan bahwa jominan sesial tidak hanya
dilaksanakan oleh organisasi formal sqja
(pemerintah dan dunia usaha) akan tetapi juga
dilaksanakan oleh organisasi informal yang
berkembang di komunitas lokal. Jaminan sosial
berbasis kemunitas pada kasus Perkumpulan
kematian Al-Khoiro tidak hanya berbentuk
bantuan sosial akan tetapi sudah mengarah
pada mekanisme jominan berbentuk asuransi
sosial. Jaminan sosial berbasis komunitas justru
lebih terjamin keberlanjutannya karena
merupakan suatu mekaonisme jaminan sosial
yang didirikan berdasar atas kepentingan/
kebutuhan bersama anggotanya meskipun
lingkup pelayanan relatif terbatas dan santunan
yang diberikan relatif kecil.

B. Rekomendasi

Departemen Sosial Rl diharapkan lebih
memberi perhatian pada bentuk-bentuk
jaminan sosial berbasis kemunitas, dengan cara
kebijokan jaminan sosial nasional diarahkan
untuk mendukung beniuk-bentuk perdindungan
sosial yang bersifat tradisional, yakni yang
berbasis pada berbagai jenis komunitas lokal
yang nyata-nyata hidup di masyarakat
menyediakan perlindungon eksistensial bagi
anggotanya.

Cara pengembangan jaminan sosial
berbasis komunitas bukan dengan cara
mengubahnyo menjadi jaminan sosial bersifat
formal apalagi teriebok dengan pemberian
dana stimulan. Namun yang lebih dibutuhkan
adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi
mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas
yang ada di Indonesia kemudian meng-
kampanyekan, mensosialisasikan menyebar-
luaskan informasi melalui berbagai program
penyuluhan sosial dan lebih mendorong
kontribusi jaminan sosial berbasis komunitas
dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
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